
Jakarta, 28 Februari 2017 - Mahkamah Konstitusi(MK) akan menggelar SIdang un materI Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang PIlkada terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945) pada Selasa (28/02), puku1 10 00 WIB. di ruang SIdang MK dengan agenda Fengucapan
Putusan Permohonan yang Ieregistrasi dengan nomor perkara 551PUU-XIV/2016 dialukan o1eh Fuad Hadi
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Pada SIdang perdana Fuad Hadi meresa hak konstitusionalnya yang diatur dan dilindungi dalam UUD 1945
telah dirugikan dengan ketentuan Pasa1 7 huruf r UU 8120/5 yang menghambat keingingan Pemohon untuk
maiu dalam Pemilukada Kabupaten Nagan Raya Dan adanya fakta bahwa balk UU 11/2006 inaupun Qanun
Aceh 5120/2 tidak me inuat aturan "Bakal pasangan calcn Gubernur/Wakil Gubemur, Bupatinuakil Bupati, dan
Wallkota/Wakil Wallkota harus memenuhi persyaratan .. tidak me in 11iki konflik kepentingan dengan petahana".
in aka demi keadilan dan kepastian hukum ketentuan Pasa1 7 huruf r UU 8120/5 lidak dapat diterapkan dalem
Pemilukada of wilayah Aceh
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Pada sideng seianjutnya. Pemohon menyampaikan perbaikan legal standing yang digunakannya Bila
pada sideng pendahuluan in masih menjadi bakal calon yang belum terdaftar. saat iru statusnya sudah menjadi
bakal calcn Iewatjalur In dependen yang sudah mendaftar to Komisilndependen Pemilihan (KIP) Aceh Barat
Selain Itu, Pemohon dan pasangannya juga sudah dinyatakan 1010s verifikasi dari KIP Aceh Barat

Pemohon meresa diperlakukan disknminatif akibat berlakunya Pasa1 70 ayat (3) UU PIlkada Pasal
tersebut mengatur bahwa calon kepala daerah yang merupakan petahana cukup menialan I cuti seiama masa
kampanye saia. Fuad mengatakan ketentuan tersebut menguntungkan petahana dari SISi an99aran. Sebab.
Fuad beenggapan an 99aran pemilihan juga berasal dan APBD kabupaten yang menjadi kewenangan untuk
menggunakannya beeda ditangan petahana. 01eh karena Itu, Pemohon, seper!I yang disampaikan Fuad
langsung menyimpulkan bahwa ketentuan Pasa1 70 ayat(3) UU Pilkada tersebut diskriminatif

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

Pemohon Juga menghadirkan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Pancasila Muhammad
Rullyandi Ahli berpendapat petahana yang mencalonkan din kernbali d daerah pemilihan yang sama wailb
in undur seperti halnya petahana yang mencalonkan din of daerah pemilihan yang berbeda. Menurut Rully, hal
tersebut dilakukan demi menjunjung prinsip persamaan of hadapan hukum (equa"ty before the law)

Ketentuan Pasa1 7 ayat (2) huruf p dan Pasa1 70 ayat (3) UU PIlkada, menurut Rullyandi.
mencerminkan diskriminasi kepada calcn kepala daerah yang mencalonkan din di daerah pemilihan yang
berbeda Kesimpulan tersebut did apatkan Rullyandi setelah me 11hat bahwa pembentuk undang-undang me millki
kehendak memberIkan perlakuan yang tidak sama dalam persyaratan pencalonan yang sitstnya inutlak wajib
dipenuhi dejam suatu kontestasi pemilihan kepala daerah. (lambang)

Tentang Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Kons!11usi adalah salah salu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibenluk bardasaikan Pasa1 24C Undang-Undang Dasa,
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putusannya barsifalfinal unluk menguji undang-undang Ierhadap Undang-Undang Dasar. me inu!us sengkela kewenangan Iembaga
negara yang kewenangannya diberikan o1eh Undang-Undang Dasar. me inutus pembubaran partai polllik. dan me inuius perselisihan
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